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PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMo@ TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Pertama
dan Ketiga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor L

Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen

1. Llndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingln:ngan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZOl4 tentang
Pemerintahan Daeratr (kmbaran Negara Republik
Irrdonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ssgT) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti
undang-Undang Nomor 2 Tahun 2aL4 tenta.g
Perubahan Atas undang-undang Nomor 28 Tahun 2oL4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun zot4 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSgg);

3. Peraturan Pemerintatr Nomor 5g rahun 20os tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2o0s Nomor l40,Tarnbatran
Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor aSTg);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 ?ahun 2o1g tentang
Pengadaan Barang/.Iasa pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 20lg Nomor BB);



MEMUTUSI(AN:

Menetapkan :

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembenttrkan dan susunan Perangkat

Daerah Kabupaten sragen (Lembaran Daerah Kabupaten

sragen Tahun 2al6 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah KabuPaten Sragen Nomor 3).

PEDOMAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG/ JASA PEMERINTAH IGBUPATEN SRAGEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
i. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten

Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten

Sragen.
4. Pengadaan barang/jasa pemerintatr yang selanjutnya

disebut dengan pengadaan barang[asa adalahkegiatan untuk memperoleh U"r"ngTiasa olehpemerintah daerah yang prosesnya dimulai dariperencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoieh barang/jasa.5, Pengguna Anggaran selanjutnya disingkai pA adalahpejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranuntuk melaksanakan tugas dan fungsi Org;;;iPerangkat Daerah yang dipimpinnya.6' Kuasa pengguna Anggaran seirar{utnya disebut KpAadalah pejabat yartg diberi krrasa untuk melaksanakansebagian kewenangan pengguna anggaran dalammelaksanakan sebagian tugas dan fungsi orga,isasiPerangkat Daerah.

7 ' Pejabat pembuat Komitmen yang seranjutnya disebutPPK adalah pejabat yang bertanggungiawab ataspelaksanaan pengadaan barang/jasa8' unit Ke{a pengadaan Barang/Jasa yang seranjutnyadisingkat UK'BJ adalah unit ke{a di pemerintah
Daerah kabupaten Sragen yang menjadi pusatkeunggulan Pengadaan- Barang/Jasa dandilaksanakan oleh Bagian rayanan pengadaan Barangdan Jasa Sekretariat Daerah.9' Kelompok Kerja pemilihan yang seranjutnya disebutPokja pemilihan adalah sumber daya 

-manusia 
yang



ditetapkan oleh pimpinan uKpBJ untuk mengelola
pemilihan penyedia.

10' Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh Pokja pemilihan /pejabat pengadaan yang memuat
informasi dan ketentuan yang ha* s ditaati oleh para
pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

1 1' Penyedia barang/iasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan
kon struksi /j asa konsultansi/j asa lainnya.

12. Periodisasi tender adalah penjadwalan kegiatan tender
selama satu tahun anggaran yang dikoordinasikan oleh
Bagian Layanan pengadaan Barang Jasa Setda.

(1)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dari peraturan Bupati ini adatah unhrkmemberi pedoman kepada perangkat Daeratr
Kabupaten Sragen dalarn tata cara perencanaarr,
pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengadaan
barang/jasa pemerintah agar bisa terwufud percepatan
proses pengadaan barang/jasa
T\.rjuan dari perahrran Bupati ini adatah mewujudkan
proses pengadaan barang/jasa secara tepat wakhr,
tepat administrasi dan tepat muhr.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang Lingkup perahrran Bupati ini mengahrr
pengadaan barang/jasa yang dilakeanakan dengan
metode tender meliputi :

a. perencanaan pengadaan barang/jasa;
b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan;
c. pembinaan dan pengawasan pengadaan

barang/jasa;

(2)



BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 4
(1) Pengguna Anggara' wajib segera mengumumkan

semua RUP barang/iasa pemerintah, baik yang merarui
penyedia maupun swakelola dan yang menggunakan
metode tender maupun pengadaan langsung.

(2) Pengumuman sebagaim"rr" Ai*atrsuJ p*i* ayat (1)
dilakukan paling lambat T (tqiuh) hari setelah
penetapan alokasi anggara' beranja berdasarka, KUA-
PPAS melalui aprikasi sistem Informasi Rencana umum
Pengadaan (SiRUp).

(3) Dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaanatau DIPA/DPA SKPD maka plrlu dilalx*an
pengumuman kembali paling larabat Z (tujuh) hari.

(a) Jum1ah anggaran pada sIRUp harus *** denga,
.iumlah plafon anggaran pada DIPA/DPA sKpD tahun
anggaran be{alan.

Ba.gan Kedua
Periodisasi Tender

Pasal S
Periodisasi tender dilaksdnarcan untuk mengaftrr
kesesuaian jangka wakhr pelaksanaan pekedaan dan
dikoordinasikan oleh Selrretaris Daerah.
Periodisasi tender sebagaimana dimaksud pada ayat (U
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Perangkat Daerah yang mempunyai pengadaan
barang/jasa pemerintah tahun anggaran berjalan yang
menggulr.akan metode tender wajib mengirimkan
dokumen berupa :

a. DIPA/DPA SIGD;
b. RUP;
c. KAK.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (B)
digunakan sebagai dasar periodisasi dan diseratrkan
kepada UKPBJ paling la:nbat 10 hari setelah penetapan
DIPA atau DPA SKPD
Perangkat Daerah yang tidak rnengirimkan dolarmen
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak akan

(1)

(2t

(3)

(4)

(s)



dimasukkan dalam periodisasi tender tahun anggaran
bedalan.

Bagran Ketiga
Pen5rusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan

Barang Jasa

Pasal 6
(1) PPK men1rusun dokumen perenc€tnaan pengadaan

barang/jasa sebagai syarat pro$es tender dan
diserahkan kepada UKPB.I paling lambat Z (tujuh) hari
sebelum periodisasi yang ditenhrkan.

(2) Dokumen perencanaan pengadaan barang jasa terdiri
atas:
a. Dokumen DIPA/DpA SKpD;
b. RUP;
c. Harga Perkiraan Sendiri (HpSh
d. Kerangka Acuan kerja (I(AK);
e. Spesifikasi teknis, gambar dan syarat teknis;
f. Draf Syarat- Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
g. Draf kontrak; dan
h. Surat Pernyataan tanggungiawab ppK.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7
(1) Kegiatan pengadaan barang/iasa dilaksanakan oleh

UKPBJ Bagran Layanan pengadaan Barang Jasa
Sekretariat Daerah.

(2) Kegiatan pengadaan barang/iasa dilaksanakan sesuai
dengan ketentua, perahrra, perunda,g-undangan
yang berlakr:.



(1)

(2\

(3)

BAB VI
PEMBINMN DAN PENGAWASAN PENGADAAN

BARANG/JASA

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 8
Bupati melaksanakan pembinaan kegiatan pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sragen.

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaima,a
dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim
Pembina Pengadaan Barang Jasa (Tppzu) yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
T\.rgas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
melaksanakan pembinaan dan pendampingan proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pengadaan barang/jasa meliputi :

a. pemaketan pengadaan barang/jasa;
b. pengumuman RUp (Rencana Umum pengadaan);
c. penyusunan Harga perkiraan Sendiri ( HpS);
d. penyusunan Kerangka Acuan kerja (I{AK);
e. penyusunan spesifikasi teknis, gambar dan syarat

teknis;
i. penJrusunan Draf SSKK;
j. penyusunan Draf Kontrak; dan
k. penyusunan surat pernyataan tanggungiawab ppK.
Dalam melaksanakan hrgasnya tim sebagaimana
dimaksud ayat (3) dibantu oreh Tim Teknis yang berasat
dari unsur Perangkat Daerah Teknis terkait.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 9
Pengawasan pelaksanakan pengadaan barang/jasa
dilaksanakan oleh Aparat pengawasan Intern pemerinta.b
(APIP) dan aparat pengawas fungsional rainnya sesuai
dengan bidang ftrgasnya.

(4)



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlakr: pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daeratr Kabupaten
Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal [6. s - 2orB

G YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal tu - t-:ort

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN EOTC NOMOR AC




